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bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Fendidikan,
Khususnya Pendidikan Nonformal, ffiormal yang menyelenggarakan
progrirm Kursus dan Pelatihan ( LKP) Jaya Negara

bahwa usul Pendirian penyelsnggaraan Lembaga Kursus dan pdatihan

{LKP) Jaya Negara oleh Penyelenggaraan beserta lampirannya dinitai
telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin operasinal
Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan ditetapkan dengan
Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.

khwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar sekol*h &n
staf Kepada Lembaga Tersebut di atas, maka dapat memberikan izin
Opasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKp) Jaya Negra;

bahwa brdsarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pda hurrf a,
huruf, b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepla Dinas
Pendidikan Kota Ambon tentang pemberian izin operasional Kursus
dan Pelatihan (LKP) JayaNegara.

Undang - undang No 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang -
wrdang Daerah sunantara Tinglcat I Maluku (rembaran Negara Tahun
1957 Nomor 80) sebagai undang - undang (Lembaran Negarz tahun
1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1.9afl ;

undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
€.errbaran Negara Nomor 4286) ;

undang - undang Nomor 20 tahun 2004 tentang sistim pendidikan
l.Iasional, (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 7& Thmfuhan
Lembaran Negara Nomor 4301);

t*ng-rmdang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nrgara
(LembaranNegara Tahun 2004 Tentang Nomor 5, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 4355);

r*dang=undang No,mor 12 Tahun 20Il tentang Negara TafuU ZOII
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang {Lembaran Negara -

Tahun 201I Nomor 82. Tambahan l,embaran Negara Nomor S2Z4);

6 rmdang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenmtang pemerintah Daerang
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(Lceile Nqra T&tm 2(n'[ N(mffi I25[ (ffiabn Lc&+n
Negara Nomor 44437); sebagaiman telah dibag dengan Peraturan
Pwintah perubahan atas Undang-undang Nomor 32 taht;e^ 2W4
tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38,
{arelun Lembaran Negara Nomor 493); yang ditetapkan ma{adi
undang-undang nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, (Tambahan
Lembaran Negara 4548), sebagaiman telah diubah untuk kedua katinya
deugan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pn&atran
kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Tambahan l,embaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tarnkhan Lenrbaran Negam Nomor 341I).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tenhng pembeffikan
Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengunrs
Rumahtangganya sendiri {Lembara:r Negar* Ta}run 1955 Nomsr 30.
Tsmbalran Negara Nomor 809);

Peraturan Pemerintah Tahun 13 Tahun 1979 tentang Peruhhan
Satrsan Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara ahun
1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor ; 3137)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Persekolalran
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lernbaran
P,{egaraNomor 341l).

Ferafiran Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peraa serta
masyarakat dalam Pendidikan (Iembaran Negara Tahun 1992 Nomor
69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan fl.embaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tamhhan
Lsrnhmn Negara Nomor 4a%);

Peraturan Pemerinhh Nomor 38 Tahun 2007 tentangKewargme gtrnafl
Pemerinbh dan Kewarganegaman Propinsi sebagai Daerah Otonom
{embara* Negara Republik Indonesia tahur 2A07 Nomor 54,
Tambohan Lembaran Negara Nomor 3952);

Pemturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahaa dan
Fenplenggaraan Pendidikan (Irmbaran Negara Nomor 5105);

Peaturan l\rrenteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tmfiang
B{bn Alaeditasi Nasional Nonformal;

Keprtusan Presiden Republik Indonesia Nomor6S Tahun 1998 bnung
Kursus dan Latihan Kerja

Perituran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R[ Nomor; SI T*lrun
20t3 tentangPendiidkan santuan Pendidikan Nasional.
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KELIITdA

Asli

Nanralembaga
Jenis P€ndidikan

Alamat
Keffinatan
Kofia
Penanggung Jawab
Pemilik Penyelenggara

Memutuskan

Memberi ijin operasional Penyeelenggara Lembaga pendidikan
Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKp) English Course.

Ijin operasional penye Pendidikan Nonformal sebagaimana
diktum kesatu diberikan kepada.

: LKP Jaya Negara
: PendidikanNonformal & Inforrnat
. Jln Pandan Kasturi II Kapah Tmtui' Bawah
: Sirimau
: Ambon
: Nur Ija Imran, S.Pd, M.Si
: Nur Ija Imran, S.Pd, M.Si

: Penyelenggara lcmbaga Kursus dan Pelatihan tersebut Diktum Kssatu
bsrtaku selanra 5 (tima) Tahua Juli 20lz sampai dengan Juli 2022.

: satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan disebut rjin
Operasional apabila tidak lagi memenuhi persya*atan pe*tiri+n se*lai
Perundang - undang yang berlaku,atau yang akan ditenfukan kemudian.

: Keputusan ini disampaikan kepada penanggung jawab Lembaga Kursus
dan Pelatihan ( LKP ) Jaya Negara.

: Keptrtusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Kursus dan
Pelatihar Jaya Negare

KotaAmbon

Tai*usan:
Kepa& Yth :

I' Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia U.P Diren PAUD-NI di Jakarta
2. GubernurMaluku;
3- lTalikotaAmbon;
4- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. flepk Badan Keuanagan Kota Ambon
6. KepalaBappekot Ambon
7. Ir*pekturKotaAmbon

("X


